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ABSTRAK

untuk mengoptimalkan layanan dalam penyaluran bantuan asistensi rehabilitasi sosial,
perlu mengatur lembaga penyalur bantuan asistensi rehabilitasi sosial dengan
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial, diperlukan
penyesuaian pengaturan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan
pajak di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Berapa ketentuan dalam Peraturan
Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah. Berdasarkan
pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi
Sosial.

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No 39
Tahun 2008; UU No 11 Tahun 2009; PP No 39 Tahun 2012; PP No 19 Tahun 2023;
PERPRES No 110 Tahun 2021; PERMENSOS No 7 Tahun 2021; PERMENSOS No 1 Tahun
2022; PERMENSQOS No 2 Tahun 2022; PERMENSQOS No 3 Tahun 2022; PERMENSOS No 6
Tahun 2022.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: beberapa ketentuan dalam Peraturan
Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 diubah sebagai berikut: Ketentuan Mengenai
Penyaluran Bantuan dan/atau asistensi sosial berupa uang diberikan secara langsung
atau dapat bekerja sama dengan bank/pos penyalur; ketentuan mengenai sarana dan
prasarana pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSI; ketentuan mengenai pemasaran barang
dan jasa pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSI; ketentuan mengenai batas waktu pemberian
dan pemberhentian sarana dan prasarana pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSI; ketentuan
mengenai pencabutan Permensos No 9 Tahun 2021.

CATATAN : - Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2024

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun

2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)
pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian, dicabut dan dinyatakan tidak
belaku.



